
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  

NOMOR 5 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka untuk pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka 
perlu diadakan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan yang 
mengatur tentang dasar pengenaan pajak untuk penerangan jalan di 
lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada
huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4740)  

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4117);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan 
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, sebagaimana telah dua kali di 
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4626);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4593);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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